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Berdasarkan analisis
atas dokumen-
dokumen penye-
lenggaraan Formula
E, ternyata didalam
penyelenggaraan
ajang balap tersebut
telahmemenuhi dua
alat buktipermulaan
yang cukup.

asus Formula E te-
lah ditangani Ko-
misi Pemberanta-
san Korupsi (KPK)
sejak 2019. Sudah
berjalan lebih dari
tiga tahun dan ma-
sihdalam tahap penyelidikan.

Di dalam KUHAP, penyeli-
dikan adalah serangkaian tin-
dakan penyelidik untuk men-
cari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentu-
kan dapat tidaknya dilakukan
penyidikan menurut tata cara
yang diatur dalam undang-
undang ini. Adapun tahap pe-
nyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal
dan menurut tata cara yang di-
aturundang-undang ini untuk
mencaridansertamengumpul-
kan bukti yang terjadi dan me-
nemukan tersangkanya.

Berdasarkan definisi terse-
but, jelas bukti permulaan cu-
kup adanya peristiwa pidana
diperoleh pada akhir tahap
penyelidikan;dantemuansiapa
yang bertanggung jawab atas
peristiwapidanaberadadiakhir
tahap penyidikan. Kebiasaan
dalam praktik, segera ditetap-
kanstatus tersangkapadaakhir
tahap penyelidikan merupakan
praktik keliru dan menyesat-
kan, sedangkan proses pene-
muan siapa yang bertanggung
jawab atas peristiwa pidana
atau tersangka masih memer-
lukan pemeriksaan yang saksa-
ma sehingga terhindar darike-
sewenang-wenangan penyidik.

Penetapan tersangka di ta-
hapakhirdaripenyidikanjustru
memberikan waktu cukup bagi
penyidikan untuk menentukan
dengan akurat penanggung
jawab dari peristiwa pidanadan
memberikan kesempatan ke-
padacalontersangkauntukme-
ngetahui tuduhan dan alasan
tuduhan penyidik terhadap
yangbersangkutan.

Fakta telah terjadipada KPK
Jilid IT1, di mana terdapat 36
orang telah ditetapkan sebagai
tersangka, akan tetapi tidak
disertai bukti-bukti permulaan
yang cukup; dan tidak dikoreksi
dari pimpinan KPK dan sete-
lahnya, untuk membebaskan
mereka dari status tersangka
(TSK). Hal tersebut bisa terjadi
karena kekeliruan pendapat/-
pandangan di KPK selama ini
yangbertahan pendapatbahwa
penetapan TSK dilakukan pada
tahap akhir penyelidikan; bukan
pada tahap akhiv penyidikan.
Pengaturan mengenai kedua
tahapan pemeriksaan atas du-
gaan adanya suatu tindak pi-

dana berdasarkan KUHAP sa-
ngatjelasmaknadanperbedaan
keduanya.

Pemeriksaan atas penye-
lenggaraan Fornula E oleh KPK
Firli dkk masih berlangsung
dalam tahap penyelidikan dan
berdasarkan analisis ahli dari
dokumen penyelenggaraan
FormulaE, telahditemukandua
bukti permulaan cukup bahwa
pada penyelenggaraan lomba
balap mobil listrik tersebut te-
lah terjadi pelanggaran hukum
danmerupakansuatuperistiwa
pidana korupsi. Seharusnya
KPKsegeramenaikkanketahap
penyidikan untuk menemukan
siapa yang bertanggung jawab

atas peristiwa pidana tersebut
atau menemukan siapa TSK-
nyayangnantiakan ditentukan
pada tahap akhir penyidikan
sehingga KPK tidak bersikap
menunda-nunda keadilan. Pe-
nundaan dapat mengakibatkan
tidak ada keadilan dalam pena-
nganankasus Formula E-justice
delayed-justicedenied disatusisi,
dan di sisi lain mengakibatkan
ketidakpastian mengenai sta-
tus hukum orang-orang dan
korporasi yang terlibat dalam
penyelenggaraan ajang ter-
sebut.

Berdasarkan analisis atas
dokumen-dokumen  penye-
lenggaraan FormulaE, ternyata
di dalam penyelenggaraan
ajang balap tersebut telah me-
menuhiduaalatbuktipermula-
anyangcukup,antaralain, bukti
pembayaran commitment fee
tanpa didasarkan program pe-
rencanaan Pemprov DKI Jakar-
tauntuk 2019 dan tanpa perse-
tujuan DPRD DKI serta tidak
dilandaskan pada PP Nomor
12/2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Silang pen-
dapat mengenai pertanyaan
apakah bukti telah terjadi pe-
langgaran yang bersifat admi-

nistrasi (prosedur penyeleng-
garaan) dapat kemudian dite-
tapkan sebagai suatu tindak
pidana, telah terjadi dengan
alasannya masing-masing. Se-
kalipun contoh kasus-kasus
tindak pidana korupsi (tipikor)
serupa telah terjadi dan telah
memperoleh putusan pengadil-
an yang berkekuatan hukum
tetap sampai pada putusan pe-
ninjauankembali(PK)dantelah
banyak pelaku tipikor mende-
kamdalam penjarakarenanya.
Tampaknya perdebatan se-
ngit dan alot kasus Formula E
akanterjadipadatahappenyeli-
dikan dan juga tahap penyidik-
an disebabkan ada pandangan

penyeli-
dik/penyidik
yang berpen-
dapat bahwa
harus  dite-
mukan mens-
rea pada para
penyelenggara
FormulaEdengan
asumsi bahwamens-
req atauniatjahatditen-
tukan setelah dilakukan
pemeriksaan calon-calon
tersangkanya sedangkan di
dalamKUHAP telah ditegaskan
bahwa tersangka adalah se-
orang yang karena perbuatan
atau karena keadaannya berda-
sarkan bukti permulaan patut
diduga sebagai pelaku tindak
pidana.

Fokus penyelidik/penyidik
harus pada frasa, karena per-
buatan atau keadaannya se-
hingga untuk menetapkan se-
seorangsebagaitersangkatidak
harus semata-mata terpaku pa-
da perbuatan pelaku, melain-
kan juga keadaan yang me-
mengaruhi perbuatannya atau
circumstantial evidence (sistem
Common Law). Circumstantial
evidence dimaksud dalam kasua
Formula E adalah ketiadaan

dasarhukum (undang-undang)
yang mendukung kegiatan pe-
nyelenggaraan Formula E dan
pelanggaran terhadap PP No-
mor 12/2019 tentang Pengelo-
laan Keuangan Daerah; dan si-
kap Gubernur Anies Baswedan
dan jajarannya yang tetap me-
lanjutkan  penyelenggaraan
Formula E sekalipun tanpa per-
setujuan DPRD DKI dan tidak
terdapatprogrampenyelengga-
raan Formula E di dalam APBD
DKI/2019. Kemudian panitia
penyelenggara yang menunjuk
PT Jakpro menggunakan dana
pinjaman dari Bank DKI yang
notabene BUMD di mana dana
Bank DKI termasuk kelompok
harta kekayaan yang dipisal-
kan dari keuangan negara dan
dalam praktik tetap di bawah
pengelolaan Pemprov DKI dan
dibawah pengawasan Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) per-
wakilan DKI/BPKRI.

Fakta lain yang terkait pe-
nyelenggaraan FormulaEada-
lah sampai saat ini sejak Gu-
bernur AB berhenti darijaba-
tannya, tidak adalaporan per-
tanggungjawaban kenangan
yang telah digunakanun-
tuk kegiatan Formula E

di hadapan sidang
DPRD DKI termasuk
keuntungan dan ke-
rugiannya.
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Berdasarkan  fakta-
fakta terurai diatas, bukti
permulaan cukup telah secara
nyata terbukti dari mens-rea
maupun actus reusya dari pela-
ku penyelenggara Formula E
yang mengakibatkan kerugian
keuangan Pemerintah DKI;
namun laporan kerugian ke-
uangan DKI yang merupakan
kewajiban BPK Perwakilan DKI
belum diterbitkan. Berdasar-
kan uraian di atas disarankan
agar KPKsegerabersikapterha-
dap kasus Formula E dan ber-
koordinasi dengan DPRD DKI
dan BPK pusat agar dugaan ka-
sus Formula E yang ditanggapi
sebagai tindak pidana korupsi
dapat diselesaikan tuntas dan
tidak meninggalkan catatan se-
jarah buruk bagi pemerintahan
DKIdimasadatang, *




